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Belakan_gan ini, 
istilah domestic 
market obligation 
dan larangan 
ekspor batubara 
menjadi topik yang 
banyak 
diperbincangl an. 
Pasalnya, 
pemerintah 
menerbitkan 
larangan ekspor 
batubara sejak l 
Januari hingga 31 
Januari 2022. 

L
arangan ini dipicu oleh 
banyaknya ekspmtir ba­
tubara yang tak meme­

nuhi kewajiban domestic market 
obligation (DMO) mereka un­
tuk menjual 25 persen dari pro­
duksinya ke dalam negeri 
(PLN). Hingga 1 Januari 2022, 
hanya 35.000 metrik ton dari 5,1 
juta metrik ton penugasan pe­
merintah dipenuhi pelaku usa­
ha batubara. Rendahnya angka 
pemenuhan ini mengancam ke­
tersediaan pasokan listrik pada 
20 pembangkit listrik tenaga 
uap (PLTU) dengan daya sekitar 
11.000 megawatt (MW). 

Harga batubara dunia yang 
meroket hingga sempat me­
nyentuh level 270 dollar AS/ 
metrik ton awal Oktober 2021 
menjadi disinsentif bagi eks­
portir untuk menjual produksi 
ke dalam negeri pada harga 
sesuai skema DMO, yaitu 70. 
dollar AS/ metrik ton. 

Lalu, apa DMO itu sebenar­
nya? DMO merupakan skema 
yang mengatur harga jual dan 
jumlah batubara yang dijual ke 
domestik dalam rangka penye­
diaan tenaga listrik untuk ke­
pentingan umum. Skema ini di-

r 
atur dalam Keputusan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mi-
neral Nomor 1395 K/ 30/ 
MEM/ 2018. 

La tar belakang keputusan ini 
adalah kondisi harga batubara 
yang terus meningkat dari se­
kitar 68 dollar AS/ metrik ton 
pertengahan 2017 menjadi 100 
dollar AS/ metrik ton pada awal 
2018. Hal ini menggerus kinerja 
keuangan PLN karena 40-50 
persen biaya bahan bakar non­
minyak PLN dari batubara 

Dengan adanya DMO, 
biaya itu bisa le­
bih terkendali 
sehingga men­
dukung keber­
langsungan kiner­
ja ke11angan PLN, dan 
ketersediaan kebutuhan ba­
tubara domestik terjamin. 

Dari sisi pengusaha, terdapat 
dua isu utama yang harus di­
tinjau. Pertama, harga DMO 
yang saat itu lebih rendah dari 
pasar membuat eksportir ba­
tubara merugi. Kedua, kemam­
puan serapan domestik yang 
mayoritas hanya dapat menye­
rap batubara kalori rendah me­
nimbulkan isu tersendiri. Peng­
usaha batubara yang mayoritas 
output-nya berkalori tinggi ke­
sulitan memenuhi volume 
DMO yang ditentukan. 

Untuk isu harga, DMO 
mungkin dapat dikatakan seba­
gai skema lindung nilai bagi 
pelaku usaha di tengah harga 
yang fluktuatif. Barga batubara 

JUStru terus mengalami penu­
runan sejak Agustus 2018 dari 
115 dollar AS/ metrik ton men­
jadi di bawah 70 dollar AS sejak 
Juni 2ffi9 dan berada pada titik 
terendah lima tahun terakhir 
sekitar 40 dollar AS/ metrik ton 
pada Agustus 2020. 

Tinjau aturan DMO 
Dari sisi volume penjualan, 

aturan DMO 25 persen perlu 
ditinjau berdasarkan kalori ba­
tubara yang diproduksi sehing­
ga persentase kewajiban tak 
bersifat satu untuk semua ke­
lompok pengusaha. Belakangan 
muncul pula wacana menjadi­
kan harga DMO fleksibel meng­
ikuti harga p~ar, dengan skema 
subsidi dari pemerintah lewat 
badan layanan umum (BLU) 
yang dibentukkhusus. 

Wacana ini memang meng­
untungkan pengusaha batubara 
dalam kondisi saat ini. Artinya, 
pengusaha tetap dapat menjual 
batubara pada harga tinggi di 
domestik. Namun, bukan tak 
mungkin jika harga batubara ke 
depan kembali menurun, justru 
akan merugikan pengusaha ba­
tubara Selain itu, beban fiskal , 
pemerintah tentunya akan me­
ningkat untuk melakukan sub­
sidi terhadap selisih harga DMO 
dan harga pasar ke depan. 

Berdasarkan perhitungan 
penulis dari laporan keuangan 
PLN tiga tahun terakhir, ke­
naikan harga batubara 1 dollar 
AS/ metrik ton berpotensi me­
ningkatkan biaya pokok penye­
diaan tenaga listrik Rp 0,3 tri­
liun-Rp 1 triliun per tahun. Jika 
faktor lain dianggap tetap, de­
ngan selisih harga batubara du­
nia dan DMO yang mencapai 
100 dollar AS/ metrik ton dapat 
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meningkatkan angka subsidi . 
pemerintah Rp 30 triliun-Rp 
100 triliun per tahun. 

Dal<l!ll tiga ~l!n terakhir 
subsidi yang dibayarkan peme­
rintah untuk listrik di luar wa­
cana perubahan harga DMO ini 
sekitar Rp 50 triliun per tahun. 
Di tengah tren subsidi energi 
dalam anggaran negara yang 
menurun dan digeser ke belanja 
produktif, tentunya ini sebuah 
kemunduran jika diimplemen­
tasikan. 

Dari sisi makroekonomi, har­
ga batubara yang terns mening­
kat turut mendorong nilai eks­
por Indonesia. Ekspor batubara 
bulanan yang biasanya 2 miliar 
dollar AS meningkat menjadi 
3-4 miliar dollar AS sejak ku­
artal III tahun lalu. Pangsa ba­
tubara terhadap total ekspor 
turut meningkat dari 11-13 per­
sen menjadi 17-19 persen pada 
periode sama. Melihat tren pe­
ningkatan ini, momentum itu 
seharusnya dapat dimanfaat­
kan. 

Larangan ekspor batubara 
secara keseluruhan memang 
bukan solusi yang ideal. Kinerja 
ekspor yang baik tahun lalu 
akibat peningkatan harga ko­
moditas telah sukses menjadi 
bantalan dalam menahan te­
kanan dari ketidakpastian sek­
tor keuangan global. Nilai tukar 
rupiah terlihat bergerak stabil. 
Stabilnya nilai tukar tentunya 
berdampak baik bagi aktivitas 
bisnis, terutama yang banyak 
memiliki eksposur biaya dalam 
valuta asing. Jika larangan eks­
por dilanjutkan, risiko untuk 
stabilitas eksternal akan lebih 
besar tahun ini, ditambah lagj..-­
ketidakpastian keuangan globW' 
masih tinggi. 


